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WALIKOTA BUKITTINGGI 

 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR :  43 TAHUN 2013 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

KOTA BUKITTINGGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

 

Menimbang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mengingat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a. bahwa dalam rangka melakukan penyempurnaan Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi  yang telah diatur dalam 

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19  Tahun 2008 Tentang 

kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Bukittinggi, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 

Tahun 2010, perlu menetapkan kriteria pengadaan / belanja yang 

menambah nilai minimum untuk kapitalisasi aset yang sudah ada, 

untuk perlu dilakukan perubahan kedua Peraturan Walikota 

Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2008; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota bukittinggi;                                                                                             

 
 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tenteng perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
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6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416), yang telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576), yang telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578);   

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar  

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123),  
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MEMUTUSKAN : 

 

 

 

 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5272;  

18. Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia nomor 01 / KM.12 / 

2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik / Kekayaan Negara 

dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan; 

19.  Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;  

21. Peraturan  Mentri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang 

Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 

Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional 

Pimpinan Dewan Perwkilan Rakyat Daerah serta Tata cara 

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan rakyat 

Daerah terhadap Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan; 

23. Peraturan Mentri Dalam negeri Nomor 53 Athun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi 

Tahun 2006-2025 ( Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 

Nomor 08); 

25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03); 

26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04); 

27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Barang Milik daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi 

Tahun 2008 Nomor 07); 

28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 

Kota Bukittinggi; 

29. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2008, tentang 

kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Bukittinggi (Berita Daerah 

Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 19);,Sebagaimana telah diubah 

dengan peraturan walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2010 (Berita 

Daerah Kota Bukittnggi Tahun 2010 Nomor 16); 

 

 

 

 

 

 

30.  
31.  
32.  Bukittinggi Tahun an bbbbbxxxxx 

33. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2011 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
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MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA 

BUKITTINGGI NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA 

BUKITTINGGI. 

 

Pasal 1 

 

Peraturan walikota Bukittinggi Nomor 19 tahun 2008 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota 

Bukittnggi Tahun 2008 Nomor 19); yang telah diubah dengan Peraturan 

walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2010 ((Berita Daerah Kota 

Bukittnggi Tahun 2010 Nomor 16) diubah sebagai berikut:  

 

1. Mengubah lampiran I mengenai kerangka konseptual Kebijakan 

akuntansi Pemerintah Daerah, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan walikota ini; 

2. Mengubah Lampiran IV mengenai Kebijakan Akuntansi 04 Catatan 

atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisah dari 

Peraturan Walikota ini; 

3. Mengubah Lampiran  X mengenai Kebijakan Akuntansi aset yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  

 Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  

 Kota Bukittinggi. 

 

Ditetapkan di : Bukittinggi  

Pada tanggal : 31 Desember 2013 

 

 
Diundangkan di : Bukittinggi 

Pada tanggal : 31 Desember 2013 

 

 
 

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 43 


